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Jumlah cadangan batu bara Indonesia
terbesar ketiga di Asia. Kebijakan
energi pemerintah masih terfokus
pada minyak dan gas. Banyak investor
menunda kegiatan penambangan.

MENDUNG masih menyelimuti sek-
tor industri batu bara. Bisnis arang batu,
yang dianggap sebagai alternatif sum-
ber energi masa depan, kinisedang lesu.
Gairah para pemodal sedang loyo. Se-
jak 1999, sudah 33 investor pertambang-
an batu bara yang membatalkan inves-
tasinya di Indonesia. Padahal, modal
mereka mencapaisekitar USS | milyar.

Mereka grogi melihatiklim investasi pertambangan
di Indonesia yang dianggap tak memberikan hoki. Pe-
merintah, yang pertengahan bulan ini berusia 57 tahun,
dinilai terfalu banyak membuat peraturan yang meru-
gikan bisnis tambang batu bara. Hal itu diutarakan Se-
kretaris Jenderal Asosiasi Pertambangan Batu Bara In-
donesia (APBI), Jeffrey Mulyono.

MenurutJeffrey, investor yang masih tetap bertahan
hanyalah mereka yang kadung menanamkan modalnya
dalam jumlah besar. Terutama yang sudah lama berope-
rasi. "Mereka bertekad kepalang basah,” kata Jeftrey.
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Sehari-hari, Jeffrey menjabat sebagai Presiden Direk-
tur PT Berau Coal, penambang batu bara di Berau, Ka-
limantan Timur.

PT Berau Coal termasuk perusahaan yang kini se-
dang menghadapi masalah, karena sebagian lahan per-
tambangannya dicabut pemerintah. Adalah Departe-
men Kehutanan dan Perkebunan yang pada Okrober
1999 melarang Berau menambang dilahan seluas 16.000
hektare, yang kini dijadikan hutan lindung. Berau, per-
usahaan yang 20% sahamnya dimiliki Nisho Iwai Co
dari Jepang, cuma diizinkan mengelola areal lama di
Kecamatan Kelay.

Berau Coal, yang berkantor di Tanjung Redeb, Kabu-
paten Berau, mendapatkonsesi lahan penambangan se-
luas 243.000 hektare di wilayah Berau. Kontraknya dite-
ken pada 1983 dengan pihak Departemen Pertambang-
an dan Energi. Berau diberi hak mengelola lahan tadi
selama 41 tahun.

Selain dikenaiaturan bagi hasil, Berau juga wajib mem-
lm)‘nrpajak USS$ 1 per hekrare ti: 1pl.1hun kepada pemerin-
tah. ”Kami selalu mematuhiaturan itu,” kata Jeffrey. Ka-
renaitu, iamemprotes keputusan Departemen Kehutan-
anyang mencabutjatah konsesinya. "Tindakan itu bersi-
fatsepihak, dan sangatmerugikan kami,” kata Jeftrey.

[amenjelaskan, saatini bany \l\puuslh aan penambang-
an batu b.lr.\ menghadapi persoalan yang sama dengan
yang dialaminya. Sumber persoalan itu, kata Jeffrey, ada-
lah terbimya Undang-undang Nomor41 Tahun 1999 ten-
tang Kehutanan. Peraturan itu langsung mencabut izin
beberapa perusahaan untuk menambang di lahan-lahan
konsesi yang belakangan dijadikan hutan lindung.

Memang, sudah muncul berbagai pernyataan yang
menyejukkan dari Menteri Lingkungan Hidup, Nabiel "
Makarim, serta Menteri Negara Percepatan Pembangun-
an Kawasan Indonesia Timur, Manuel Kaisiepo. Dua
menteriitu memilih mengizinkan penambangan diareal
hutan, Juni lalu, ketimbang mencabut izin, tapi dengan
risiko pemerintah digugat perusahaan tambang. Meski
demikian, selama Undang-Undang Kehutanan belum
diamandemen, kepastian ber-
usaha bagi para penambang
batu bara masih terombang-
ambing.
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Beleid lain yang membebani investor, kata Jeffrey,
adalah Undang-undang Nomor 34/2000 yang memper-
luas objek kena pajak kendaraan bermotor. Dampaknya,
penambang batu bara harus membayar lebih mahal retri-
busi transportasinya.

Investorjugaterkena PP Nomor82/2001 tentang Pe-
ngelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran
Air. Rambu ini membuat mereka tak bisa sembarangan
membuanglimbahnya ke sungai. "Diera otonomiini, pe-
merintah daerah pun cawe-cawe membuat peraturan yang
trutmenambah beban investor,” kata Jeffrey.

Persoalan lain yang membuat gairah investor loyo
adalah aturan divestasi saham perusahaan penanaman
modal asing yang terkesan tidak konsisten. Berlarut-
larutnya penjualan saham PT Kaltim Prima Coal men-
jadi contoh buruk. Munculnya gugatan hukum dari
Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur mem-
buat persoalan ini kian ruwet. Proses divestasi 51% saham
perusahaan batu bara terbesar di Kalimantan itu hing-
ga kini masih saja dalam proses.

Otonomi dacrah yang mulai diterapkan dua tahun
lalu menambah panjang daftar masalah. Kebijakan peme-
rintah lokal yang terkesan ingin menguasai pertambang-
andidaerahnya kerap diikuti dengan pendudukan massa.
Biasanya, isu kepemilikan lahan diangkat sebagai dalih.

Penjarahan pun marak, dalam bentuk penambangan
liar. Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Indone-
sia (biasa disingkat IMA), P.L. Coutrier, mengatakan bah-
wa banyak penjarah disokong para cukong besar, yang
dekat dengan para pejabat di daerah. Bambang Susanto,
salah satu anak buah Coutrier, melaporkan bahwa para
cukong itu memberikan modal besar kepada para penam-
bang liar. "Mereka menampung hasilnya, memasarkan-

nyadidalam negeri, bahkan mengekspornya,” kata Bam-
bang. Para penjarah itu tentu saja mengobral hasil tam-
bangnya, sehingga merusak harga batu bara di pasaran.

Para penambang liar banyak beroperasi di beberapa
lokasi pcxtnnlmngnn besar di Kalimantan dan Suma-
tera. Para penjarah di kawasan pertambangan PT Bukit
Asam, Ombilin, Sawahlunto, Sumatera Barat, bahkan
lebih nekat. Dengan mengatasnamakan rakyat setem-
pat, mereka menambang batu bara di lahan terbuka de-
ngan menggunakan 27 unit alat berat. Penjarahan itu
sulit dicegah, sehingga PT Bukit Asam rugi besar.

Para penjarah itumeninggalkan persoalan lain: keru-
sakan lingkungan. Genangan air asam di bekas penam-
bangan liar batu bara di Satui, Kalimantan Sclatan, mi-
salnya, membuat tumbuhan di sekitarnya meranggas,
mati. "Mereka sama sekali tak merehabilitasi lahan be-
kas tambangnya,” kata Bambang Susanto.

Jeffrey Mulyono mengimbau pemerintah segera
memperbaiki iklim investasi dengan mengubah kebijak-
annya soal industri batu bara. Jika tidak, kata dia, indus-
tri batu bara indonesia akan terpuruk.

Direktur Pengusahaan Mineral dan Batu Bara, Depar-
temen Energi dan Sumber Daya Mineral, Mahyudin
Lubis, mengakui gerahnya bisnis batu bara saatini. Na-
mun ia menolak pernyataan Jeffrey tentang hengkang-
nya para investor. "Mereka bukan mundur, melainkan
menunda eksplorasinya,” kata Mahyudin. Menurut dia,
dari 17 perusahaan bermodal asing yang beroperasi,
cuma empatyang menunda eksplorasinya. Mereka ada-
lah PT Arutmin Indonesia, PT Juloi Coal, PT Pari Coal,

Banyak
dijarah cukong

dan PT Kalteng Coal. Mereka sedang menghitung un-
tung rugi, setelah pemerintah menerapkan aturan baru
yang ketat, terutama pada aspek lingkungan.

Kontrak pertambangan batu bara antara para inves-
tor dengan pemerintah sudah berjalan tiga generasi, sejak
1981. Hingga saat ini lebih dari 900 izin pertambangan
batu bara dikeluarkan pemerintah. Depositbatubarayang
telah dieksploitasi mencapai 38,3 milyar ton, di ataslahan
seluas 85 juta hektare. Selama 2001, misalnya, batu bara
yang diproduksi mencapai 90 juta ton, 80% di antaranya
diekspor. Devisa yang dihasilkan sebesar US$ 1,8 milyar.

Mahyudin optimistis, industri batu bara tetap berpros-
pek cerah. Untuk masa kontrak generasi IV yang dimulai
Desember 2000, kata dia, sudah tiga perusahaan asing yang
melirik. Ketiganya adalah BHP Minerals Australia, PT
Ratu Samba Coal, dan PT Danmar Explorindo. "Mereka
sedang mengurus administrasinya,” kata Mahyudin.

Batu bara, yang asalnya dari fosil tumbuhan yang ter-
pendam puluhan juta tahun itu, masih melimpah ruah
di perut bumi. Departemen Energi dan Sumber Daya
Mineral mencatat, cadangan batu bara Indonesia yang
sudah terdata mencapai hampir 5,22 milyar ton. Sepa-
ruhnya terpendam di bumi Sumatera Selatan. Sisanya
berserak di Ombilin, Sumatera Barat, Riau, Bengkulu,
dan Meulaboh, Aceh. Cadangan besar lainnya tersim-
pan di bumi Kalimantan, Sulawesi, dan Irian Jaya, bah-
kan di Jawa. Diperkirakan total seluruh cadangan men-
capai hampir 40 milyar ton.

Di Asia, Indonesia menempati urutan ketiga sebagai
penyimpan terbesar cadangan batu bara. Cina di urutan
pertama dengan jumlah deposit yang telah terdata men-
capai 114,5 milyar tonatau 11,6% dari total cadangan du-
nia. India di urutan kedua dengan 74,733 milyar ton.

"Batu bara sangat strategis karena dapat diubah men-
jadi bahan lain, seperti menjadi cairan, atau gas, kata Theo
Matasak, dosen Teknik Geologi Institut Teknologi Ban-
dung. Namun pemanfaatan batu bara hingga saatini ma-
sih terbatas, karena kebijakan energi pemerintah lebih
memihak pada minyak bumi dan gasalam. Sehingga, tek-
nologi pengolahan batu bara belum cukup terkuasai.

Konsumsi batu bara hingga saatini masih sekitar 10%
dari total konsumsi energi nasional. Bandingkan dengan
konsumsi minyak bumi yang mencapai 60%, dan gas
alam yang sebesar 25%. Padahal, di negara-negara maju
dan industri baru, batu bara mulai dilirik sebagai sum-
ber energi baru yang serba guna. @
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